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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi yang cepat secara global disebabkan oleh kemajuan
dalam layanan komputer, komunikasi, dan jaringan. Pada era yang serba cepat saat
ini, memanfaatkan teknologi digital sangat penting untuk tetap kompetitif di semua
industri. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan untuk memastikan relevansi
dan efisiensi yang melampaui konseptualisasi atau teori. Pemerintah Indonesia
secara aktif mempromosikan pemanfaatan teknologi di kalangan individu dan bisnis
melalui inisiasi transformasi digital. Pemanfaatan dan peluang pengembangan
digitalisasi di hampir semua sektor di Indonesia memiliki potensi besar, namun
demikian Indonesia belum mampu memaksimalkan peluang ini dengan baik.
Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain infrastruktur yang belum merata,
mahalnya biaya akses internet, SDM yang belum memadai dan keterbatasan literasi
digital masyarakat!. Lahirnya internet memberikan perubahan bagaimana
pemerintah melakukan intervensi pada kebijakan yang berdampak pada
kepentingan publik. Internet menjadi figur yang mampu memfasilitasi di semua
bidang kehidupan karena ditunjang oleh karakteristik atau fitur yang mampu
meniadakan batas ruang dan waktu sekaligus mengurangi arti penting realitas fisik.
Internet menawarkan potensi yang besar untuk mampu menjangkau berbagai
aspek dalam masyarakat luas?.

Dengan 'munculnya!l internet memaksa budaya dokumentasi dalam bentuk
hardcopy menjadi bentuk elektronik yang tersimpan secara digital. Seiring dengan
kemunculannya, pemerintah juga berupaya mengubah budaya pelayanan menjadi
berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam
berbagai sektor. Salah satu sektor yang memanfaatkan transformasi digital adalah
sektor pelayanan publik. Transformasi digital dalam pelayanan publik sangat

! Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. (2021). “Urgensi dan Tantangan Transformasi
Digital di Indonesia”. Jurnal Budget Issue Brief Politik dan Keamanan, Vol 1 (1). H. 1-3.

2 Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2001) “Pokok-pokok
Pikiran Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum dan
Teknologi, Vol. 1 (1). H. 6.



penting untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan kepada
masyarakat. Sejumlah upaya dapat dilakukan dalam mewujudkan transformasi
digital pelayanan publik, termasuk pemanfaatan penggunaan teknologi untuk
memudahkan akses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator dan unsur utama negara
demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pengejawantahan
diadopsinya negara kesejahteraan (welfare state). Welfare State jika
diimplementasikan dengan baik maka dapat mendorong intervensi pemerintah atau
peran pemerintah yang lebih besar karena pemerintah mempunyai kewenangan
untuk turut ikut campur dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai bagian
dari pelaksanaan tugas-tugas administratif. Pekerjaan notaris adalah bagian dari
spektrum layanan. Seorang notaris, yang berpengalaman dalam berbagai hal
berfungsi sebagai pemandu, bagi individu dalam urusan hukum mereka untuk
memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara sah. Era sekarang ini, dalam
mana perdagangan elektronik mendominasi transaksi, notaris memainkan peran
penting dalam memfasilitasi perdagangan dan pembangunan ekonomi. Campur
tangan notaris dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan, apabila cara
konvensional masih digunakan para notaris maka hal itu tidak tepat karena para
pihak membutuhkan kecepatan, ketepatan, waktu dan efisiensi®.

Pergeseran paradigma model pelayanan publik mengalami perkembangan
dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya ada tiga perspektif administrasi publik
yang terkait erat dengan pelayanan publik yakni "Old Public Administration, New
Public Management dan New Public Service".* Dalam Old Public Administration,
pemerintah berusaha menyusun kebutuhan publik tanpa keterlibatan publik itu
sendiri dengan pendekatan birokratis yang berorientasi top-down. Dalam New
Public Management, menitikberatkan pada peran negara dalam pelayanan publik
yang lebih mengutamakan pasar. Publik sebagai pelanggan, sedangkan
pemerintah berperan selaku pengarah pasar. Sedangkan dilihat dari perspektif New
Public Service, pelayanan publik berusaha dibangun berdasarkan pada upaya

untuk memenuhi dan mengakomodasi berbagai nilai kebutuhan maupun

8 Karmila, H. (2021). "Implikasi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik terkait Ketentuan
Cyber Notary Terhadap Tata Kearsipan". (Tesis Magister, Universitas Indonesia)

4 Puspitosari, H., Khalikussabir., Kurniawan, Luthfi J., et.al (2016). "Filosofi Pelayanan Publik".
Malang: Setara Press, h. 55 — 56.



kepentingan publik yang ditetapkan lewat proses perencanaan yang matang.
Pemerintah pada posisi melayani (serving), sedangkan publik bergeser bukan lagi
sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga negara (citizen). Esensi dari
pelayanan publik dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat umum,
sementara struktur dan pelaksanaan layanan publik merupakan hasil kesepakatan
antara pihak terkait. Pelayanan publik dibentuk sebagai hasil dari kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara kepada warganya
harus dalam konteks untuk memenuhi hak-hak dasar, sehingga perlu ditekankan
guna mewujudkan tujuan negara®.

Kebutuhan layanan publik dipenuhi melalui transformasi digital, yang
merupakan pendekatan baru yang bertujuan untuk memberikan layanan berkualitas
tinggi, efisien, mudah digunakan, hemat biaya, dan terukur kepada masyarakat,
terlebih lagi upaya percepatannya dilakukan akibat terjadinya pandemi Covid-196.
Kepastian hukum semakin penting seiring dengan berkembangnya tuntutan
masyarakat dan kebutuhan akan layanan yang terus meningkat. Dalam pada itu
jasa notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik
yang merupakan hasil kesepakatan dari pihak terkait seperti Notaris di Indonesia
yang mengemban amanat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat.

Transformasi digital dalam bidang kenotariatan untuk pelayanan publik
memberikan peran penting untuk notaris dalam mencegah penipuan (fraud).
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang kenotariatan dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang dan
bertanggungjawab terhadap notaris. Digitalisasi pada beberapa aspek kenotariatan
telah dilakukan, sebut’saja pendaftaran online notaris' baru. Sebanding dengan
kemajuan teknologi, SDM yang berkompeten di bidang teknologi-informasi harus
diperhatikan lebih lanjut. Penilaian terhadap transformasi notaris tradisional menjadi
notaris modern berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh penerapan
komputerisasi dan teknologi internet dalam manajemen pada kantor notaris,
melainkan juga lebih ditandai dengan meningkatnya fungsi dan peran notaris dalam

suatu transaksi elektronik atau dalam menyelenggarakan jasa secara elektronik

5 Ibid, h. 57 — 60.
6 KemenPAN RB. (2021). "Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan
Publik", Sumber [Online]



atau yang lebih populer disebut cyber notary’. Selain itu transformasi digital dalam
bidang kenotariatan melingkupi kewenangan notaris dalam penyelenggaraan
sertifikat elektronik. Di sini notaris memiliki otoritas khusus untuk memverifikasi
identitas para pihak dalam pertukaran data yang terjamin keamanannya.

Beberapa kondisi faktual yang terjadi saat ini, masih terdapat Notaris pada
beberapa wilayah hukum Provinsi di Indonesia yang terlambat mengirimkan atau
bahkan telah mengirim laporan yang diwajibkan undang-undang, namun
laporannya tersebut terlambat diterima di sekretariat Majelis Pengawas Daerah
dikarenakan berbagai hal, seperti pembuatan laporan secara manual, belum
terbentuknya forum komunikasi secara digital antar instansi terkait, terdapatnya
kesalahan lembaga jasa pengiriman maupun tercecernya laporan tersebut dalam
sistem administrasi persuratan. Kondisi faktual semacam ini tentunya dapat
menimbulkan persoalan, baik secara hukum maupun etika bagi Notaris yang
bersangkutan.

Oleh karena itu akselerasi transformasi digital dalam meningkatkan
pelayanan publik di bidang kenotariatan sangat diperlukan di Indonesia, mengingat
saat ini hampir seluruh aspek kehidupan mengarah pada sistem digitalisasi untuk
memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, tidak terbatas pada
pengiriman laporan saja namun dalam tata kelola kenotariatan. Sebagaimana
diketahui bahwa salah satu tantangan dalam tata kelola kenotariatan adalah
perkembangan teknologi yang pesat sehingga perlu proses adaptasi oleh notaris.
Oleh karena itu, dengan akselerasi transformasi digital maka diharapkan dapat
mengadaptasi perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan, meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kinerja bidang kenotariatan 'seperti penggunaan tanda
tangan elektronik (TTE) dan sertifikat elektronik (SE) yang menggantikan tanda
tangan basah dan cap sehingga dapat mempercepat proses birokrasi kenotariatan,
otomatisasi proses pengecekan legalitas dokumen dan verifikasi data, penyediaan
akses penyimpanan arsip digital sehingga lebih hemat tempat dan mudah diakses,
meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, website dan media
sosial notaris dapat menjadi sumber informasi hukum yang mudah diakses
masyarakat, mempermudah masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan

7 Makarim, E. (2020). "Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau
Electronic Notary". Jakarta: Sinar Grafika, h. 131.



layanan notaris, meningkatkan edukasi dan literasi hukum masyarakat, memastikan
kerahasiaan data klien dan mencegah akses ilegal dari serangan cyber,
meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan, meminimalisir
risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, meningkatkan daya saing dan

profesionalisme notaris di era digital, serta beberapa manfaat lainnya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta fakta
kondisi yang terjadi, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan Taskap ini
yaitu bagaimana mengakselerasi transformasi digital guna peningkatan
pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia?
Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa pertanyaan
yang perlu dikaji lebih jauh, yang terdiri dari :
a. Bagaimana pemanfaatan transformasi digital dalam bidang pelayanan publik
khususnya kenotariatan saat ini?
b. Bagaimana dampak pemanfaatan transformasi digital pada pelayanan publik,
khususnya di bidang kenotariatan?
c. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan guna mengakselerasi
transformasi digital agar dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang

kenotariatan?

Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Penulisan Taskap ini~ dimaksudkan guna —memperoleh analisis,
pembahasan, dan langkah-langkah strategis terkait akselerasi transformasi digital
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan.
b. Tujuan

Untuk penulisan Taskap ini bertujuan untuk menyampaikan sumbangan
pemikiran, dalam hal ini rekomendasi strategis kepada pemerintah selaku pembuat
kebijakan maupun pemangku kepentingan terkait sebagai upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang kenotariatan.



Ruang Lingkup dan Sistematika
a. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam Taskap ini, agar rumusannya lebih jelas maka penulis

membatasi ruang lingkup pada pembahasan akselerasi transformasi digital dalam

bidang kenotariatan sebagai salah satu kebijakan yang digunakan untuk

penyelenggaraan pelayanan publik oleh notaris kepada masyarakat yang

berdampak pada kemudahan dalam pendataan dan peningkatan tata kelola

kenotariatan yang lebih efektif dan efisien.

b. Sistematika

1)

2)

3)

Penulisan Taskap ini berdasarkan dengan pada sistematika yang terdiri dari:

Bab | : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang berisi fenomena yang terjadi,
rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan kajian, ruang lingkup,
sistematika penulisan, penggunaan metode dan pendekatan, serta
pengertian-pengertian yang berguna untuk menyamakan pemahaman
dalam pembahasan.

Bab Il : LANDASAN PEMIKIRAN

Bab ini di dalamnya menjelaskan tentang landasan pemikiran yang bertitik-
tolak pada peraturan perundang-undangan, penyajian data dan fakta,
kerangka teoritis yang bersumber dari referensi ilmiah sesuai dengan
pembahasan, serta pengaruh lingkungan strategis yang relevan dengan
pembahasan permasalahan.

Bab Ill : PEMBAHASAN

Bab ini'menguraikan‘penyajian analisis kajian pelayanan publik-di bidang
kenotariatan di Indonesia, dengan mengakselerasikan pelayan melalui
transformasi digital. Selain itu berisi pokok pembahasan yang disesuaikan
dengan landasan pemikiran agar dapat menjawab permasalahan dan
menentukan solusi serta langkah strategis yang dapat dilakukan untuk

pemecahan masalah.



4) BAB IV :PENUTUP
Bab ini memuat simpulan dari pembahasan secara menyeluruh yang
menjawab pertanyaan kajian serta rekomendasi terhadap upaya
akselerasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang

kenotariatan.

Metode dan Pendekatan
a. Metode

Metode dalam Taskap ini menggunakan metode kualitatif, di mana
pengumpulan dan pengolahan data dengan melalui penelitian literatur dan bersifat
deskriptif. Untuk analisa pembahasan digunakan metode analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, and Threat) yang berfokus pada empat aspek analisis
sehingga dapat diambil kebijakan terbaik guna mengatasi permasalahan yang
dihadapi.
b. Pendekatan

Pada penulisan Taskap ini, pendekatan untuk menganalisis dilakukan dari
perspektif kepentingan nasional, yang sesuai dengan kerangka teori yang

digunakan.

Pengertian

a. Akselerasi

Akselerasi didefinisikan dalam beragam sudut pandang. limu fisika
mendefinisikan akselerasi sebagai ‘pertambahan kecepatan yang sama (equal
increments of velocity) dalam interval waktu yang 'sama (equal intervals of time),
ditunjukkan melalui percepatan dalam suatu satuan waktu.? Program akselerasi
dalam dunia pendidikan, yaitu program khusus berupa percepatan belajar yang
memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat ataupun naik
tingkat lebih cepat dari jadwal sebenarnya. Dari berbagai definisi di atas,
dirangkum sejumlah kata kunci mengenai akselerasi yang dapat dikaitkan dengan
Taskap ini yaitu adanya proses percepatan atau peningkatan kecepatan dalam

suatu waktu.

8 Wormell, R. (1887). "The Principles of Dynamics: An Elementary Text-book." Britania
Raya: Rivingtons. h. 7



b. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah suatu proses perubahan aktivitas, proses,
keterampilan, dan model bisnis organisasi untuk seluruhnya memanfaatkan peluang
dan perubahan dari perpaduan teknologi digital dan dampak percepatannya pada
semua industri melalui beberapa cara strategis dan menjadi prioritas, dengan

mempertimbangkan perubahan saat ini dan masa depan.®
c. Pelayanan Publik

Berangkat dari perspektif New Public Service, pelayanan publik didefinisikan
sebagai "tanggung jawab negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
berbagai kalangan serta dikembangkan sebagai kontribusi dalam melaksanakan
beberapa urusan publik dan memberikan pelayanan publik secara adil dan tanpa

membedakan".10
d. Kenotariatan

Pengertian notaris adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya."*!
e. Protokol Notaris

Protokol notaris diartikan sebagai kumpulan dokumen arsip negara yang
harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.*?
f. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan "akta autentik yang dibuat oleh-atau di hadapan

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang".13

9 Venkatesh, U.(2021). "Formula 4.0 for Digital Transformation: A Business-Driven Digital
Transformation Framework for Industry 4.0". Amerika Serikat: Taylor & Francis. h. 1

10 Puspitosari, H., Khalikussabir., Kurniawan, Luthfi J., et.al, Op.Cit., h. 60

11 Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

12 bid

13 Ibid



g. Cyber Notary

Cyber notary / e-notary adalah sebuah konsep yang memungkinkan notaris
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugasnya sehari-
hari, misalnya digitalisasi dokumen, pembuatan dan penandatanganan akta
secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jarak

jauh, dan hal-hal serupa lainnya.'*

14 Nola, L. (2011). "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia". Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 1. h.82



BAB Il

LANDASAN PEMIKIRAN

Umum
Pada bab ini membahas mengenai landasan pemikiran dalam penulisan

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap). Berisi peraturan perundang-
undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis. Landasan
pemikiran menjadi acuan dalam menganalisis dan memecahkan rumusan masalah,
yaitu bagaimana mengakselerasi transformasi digital guna peningkatan pelayanan
publik di bidang kenotariatan di Indonesia. Selanjutnya dalam bab ini dicantumkan
peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam landasan pemikiran
sebagai payung hukum untuk menganalisis permasalahan yang sedang dikaji.
Kerangka teoritis dalam landasan pemikiran ini membahas tentang teori-teori yang
akan digunakan dalam penelitian guna memecahkan rumusan masalah yang ada.
Data dan fakta dalam landasan pemikiran digunakan sebagai data empiris dalam
menganalisis permasalahan pada rumusan masalah. Lingkungan strategis dalam
landasan pemikiran digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan rumusan masalah.

Peraturan Perundang-undangan
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menetapkan perlunya memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Transformasi digital
dalam layanan kenotariatan memiliki potensi ‘untuk “meningkatkan efisiensi,
aksesibilitas, dan transparansi layanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Melalui layanan yang lebih cepat dan nyaman,
masyarakat dapat menghemat waktu dan sumber daya.

Digitalisasi layanan notaris juga berkontribusi dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dengan memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan
layanan hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas
terhadap hak dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan

hukum mereka.
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Pasal 28 F menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk mendapatkan akses yang mudah
dan cepat terhadap jasa notaris. Memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan
notaris dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Digitalisasi
memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan notaris dari lokasi mana
pun dan kapan pun, dan dengan demikian memenuhi hak-hak mereka untuk

mendapatkan informasi dan komunikasi.
b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Regulasi ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan
publik dan masyarakat. Dalam hal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan
yang berkualitas, dan penyedia layanan wajib memberikan pelayanan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun aksesibilitas layanan dapat
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kenotariatan. Kemudian
proses digitalisasi dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk

pelayanan kenotariatan

Dengan digitalisasi, akses terhadap informasi mengenai jasa notaris menjadi
lebih mudah dan cepat, dengan demikian meningkatkan transparansi. Proses
digital memudahkan proses pencatatan dan pelacakan setiap transaksi dan
interaksi, sehingga memudahkan pengawasan. Teknologi digital membuka ruang
partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan'umpan balik atas layanan
yang diberikan. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

yang tercantum dalam peraturan ini.
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c. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
mengatur tentang peran notaris sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang
untuk membuat akta autentik dan dokumen lainnya serta tata cara penyimpanan
dan pemeliharaan protokol notaris. Pengaturan ini juga memuat tata cara
pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewajiban, kewenangan dan larangan-
larangan yang erat kaitannya dengan integritas notaris. Kemudian regulasi ini juga
mengatur mengenai pembinaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan

Notaris dan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas

d. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang ini merupakan cyber law pertama di Indonesia dan secara
garis besar memiliki beberapa ruang lingkup materi, mulai dari definisi transaksi
elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik. Kemudian diatur juga
penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem elektronik, nama
domain, perlindungan hak pribadi, serta. perbuatan yang dilarang beserta
ketentuan pidananya. ‘Selain itu informasi maupun-dokumen elektronik diakui
sebagai alat bukti hukum yang sah sehingga dapat memberikan kepastian hukum

atas pengelolaan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

e. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan

Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan ini mengatur tentang percepatan proses transisi digital dan
keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Untuk mencapai keterpaduan layanan digital

nasional, Pemerintah membuat terobosan dengan melakukan percepatan
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transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan

memuat integrasi dan interoperabilitas sebagai prioritas.*®

Data dan Fakta
a. Kondisi Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara
kemajuan yang signifikan dan tantangan yang masih perlu diatasi. Di satu sisi,
penetrasi internet yang terus meningkat telah membuka pintu bagi pertumbuhan
ekonomi digital, inovasi, dan konektivitas. Jumlah pengguna internet yang
mencapai lebih dari 200 juta orang menandai tingginya adopsi teknologi digital di
kalangan masyarakat. Pada awal tahun 2023, jumlah pengguna internet di
Indonesia telah mencapai 78.19% meningkat 1.17% dari tahun sebelumnya.
Penggunaan jumlah mobile connection meningkat sebesar 3.6% sejak terjadi
pandemi COVID-19.16

Kondisi adopsi teknologi digital yang tinggi juga memengaruhi pelayanan
publik di bidang kenotariatan seperti cyber notary menjadi inovasi dalam
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah notaris
dalam menjalankan tugasnya. Sebagail contoh keterlibatan notaris pada Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas yang diselenggarakan
melalui media elektronik, akan tetapi kondisi ini menimbulkan beberapa
permasalahan seperti pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan menggunakan
media elektronik tidak mempertemukan secara langsung para pihak, saksi dan
notaris. Jika dilihat dari perspekiif Peraturan Perundang-undangan kondisi tersebut
bertentangan “dengan , Undang-Undang mengenai. .Jabatan® Notaris, hal ini
dikarenakan Undang-Undang mengatur mengenai salah satu kewajiban notaris
adalah membacakan akta di hadapan para pihak.'” Untuk itu kehadiran seluruh
pihak secara fisik masih diperlukan.

15 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional

16 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Visi Indonesia Digital 2045. H. 20

17 Ari, 1. (2021). "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik
Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris." Indonesian Notary,
Vol 3 (3)
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b. Kondisi Infrastruktur Digital

Dari segi infrastruktur, secara global Indonesia masih menempati peringkat 99
dari 140 negara untuk mobile broadband dan 122 dari 180 negara untuk fixed
broadband. Kecepatan unduh mobile broadband pada beberapa provinsi juga
masih dibawah 20 Mbps. Belum lagi soal keterjangkauan biaya, untuk layanan fixed
broadband Indonesia secara rata-rata adalah sebesar 0,72 US/Mbps/bulan.
Kecepatan layanan fixed broadband Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan
dengan negara-negara lain seperti Tiongkok (0,23 US/Mbps/bulan), Singapura
(0,03 US/Mbps/bulan), atau Filipina (0,40 US/Mbps/bulan).8

Gambar 1. Kecepatan Unduh Mobile Broadband (Mbps) dan Fixed Broadband
(Mbps) di Indonesia®
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18 Ibid, h.19-28
19 Ibid, h.23
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Gambar 2. Kecepatan Fixed Broadband (Mbps) di Indonesia?
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c. Pemerintahan Digital
Pemerintah telah menyusun

digital untuk menaikkan kualitas

langka-langkah dalam penerapan teknologi

pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE). Meski demikian,

menurut- E-Government Development Index

(EGDI) yang dilakukan oleh International Communication Union (ITU) pada tahun

2020, Indonesia masihmengalami ketertinggalan ‘dengan negara-negara lainnya.

Indonesia-hanya menduduki peringkat 88 dari 193 negara. Bandingkan dengan

Tiongkok pada peringkat 45, Malaysia pada peringkat 47, atau Thailand yang telah

berada pada peringkat 57. Hal ini disebabkan oleh implementasi SPBE yang masih

terkendala soal keterbatasan infrastruktur teknologi, banyaknya aplikasi pemerintah

yang belum terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas, keamanan cyber, serta

perlindungan data dan privasi.?!

20 Ibid
21 Ipid, h 35-37
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Gambar 3. Perbandingan Peringkat EGDI Indonesia dan negara lain?

E-Government
Development index
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d. Masyarakat Digital

Pada laporan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penduduk
Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2045 kelompok umur 15-64 tahun akan
mencapai 214,2 juta dari total populasi sebanyak 329,1 juta. Itu berarti bahwa pada
tahun 2045 diproyeksikan penduduk dengan usia produktif adalah sebesar 65% dari
jumlah total populasi penduduk Indonesia. Pada sektor digital, masyarakat
Indonesia merupakan basis pelanggan internet yang kuat. Nilai ekonomi internet
Indonesia telah mencapai US$ 174 Miliar, yang menyumbang 40% dari total
ekonomi internet Asia Tenggara.?®

Potensi dalam jumlah sumber daya manusia dan jumlah penggunaan internet
di Indonesia masih menemui ‘sejumlah tantangan seperti ketersediaan tenaga
profesional di bidang ‘digital. Jumlah pekerja sektor-digital dibandingkan dengan
pekerja pada sektor lainnya berkisar sekitar 0,5%, jauh tertinggal dengan Malaysia
yang mencapai 7,7%, Singapura 5,1%, China 3,0% dan India 1%.%*

22 |bid, h.36
2 |bid, h. 38
24 Ibid, h.39
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e. Jumlah Notaris di Indonesia

Menurut data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, notaris di
Indonesia tersebar pada 35 Provinsi dengan jumlah notaris yaitu 21.627.%°
Provinsi dengan jumlah terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 4.885 notaris,
kemudian Jawa Timur dengan 2.868 notaris, dan Jawa Tengah dengan 2.808
notaris. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut menjadi provinsi dengan
penduduk terbanyak di Indonesia.

Jika dilihat dari Provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi cenderung
memiliki jumlah notaris yang lebih banyak, maka terlihat bahwa kebutuhan akan
layanan notaris memiliki korelasi dengan dinamika sosial ekonomi suatu wilayah.
Hal ini dapat terlihat pada beberapa provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua
Selatan, Papua Barat Daya belum memiliki notaris, dan Papua Pegunungan baru
memiliki 4 notaris.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal ketersediaan
layanan notaris yang dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam
layanan administratif maupun hukum. Dengan adanya transformasi digital
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik agar lebih efisien dan
memperluas jangkauan layanan notaris, khususnya pada daerah dengan jumlah
notaris yang terbatas.

Daerah dengan jumlah notaris dan penduduk yang tinggi memiliki lebih
banyak sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pengadopsian
transformasi digital. Namun untuk daerah dengan jumlah notaris yang lebih sedikit

diperlukan strategi untuk proses-digitalisasi.

2 Data Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusi Republik Indonesia
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Tabel 1. Jumlah Notaris di Indonesia dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kemenkumham?¢

JUMLAH NOTARIS
NO PROVINSI KAB/KOTA (Per 261212024)
1. ACEH 23 222
2. BALI [ 048
3 BANTEN £ 1644
4. BENGKULU 10 13
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5 588
] DK JAKARTA 8 872
7 GORONTALD 8 88
g, JAMEI 11 274
g JAWA BARAT 27 4585
10 JAWA TENGAH 35 2808
1. JAWA TIMUR 38 25686
12 KALIMANTAN BARAT 15 205
13 KALIMANTAN SELATAN 14 200
14 KALIMANTAM TENGAH 14 157
15 KALIMANTAN TIMUR 10 340
18 KALIMANTAN UTARA - 51
17 KEPULAUAN BANGEA BELITUNG 7 20
18 KEPULAUAN RIAU 7 240
i@ LAMPUNG 15 401
20 MALUKU 11 57
21 MALUKU UTARA 1 30
22 NUSA TENGGARA BARAT 10 308
23 NUSA TENGGARA TIMUR 2 127
24 PAPUA ) 22 75
25 PAPUABARAT 14 48
28 PAPUA BARAT DAYA 8 0
27 PAPUA PEGUNUNGAN 8 4
28 PAPUA SELATAN 4 Q
20 PAPUA TENGAH 8 0
30 RIAU 12 501
El SULAWESI| BARAT 8 54
32 SULAWES| SELATAN 24 820
13 SULAWES| TENGAH 13 125
34 SULAWES| TENGGARA 17 137
35 SULAWES| UTARA 15 188
38 SUMATERA BARAT 18 500
a7 SUMATERA SELATAN 17 550
a8 SUMATERA UTARA 34 1258
TOTAL 21627

f. Penerapan Teknologi Digital pada Bidang Kenotariatan

Menyikapi arah dan perkembangan transformasi digital, perlu ada perubahan
terhadap paradigma peran notaris. Inovasi dan sistem digitalisasi bertujuan untuk
memberi kemudahan dalam pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal
ini juga sejalan dengan tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang dibutuhkan
dalam pembinaan profesi notaris. Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi
pembina, telah meluncurkan sejumlah inovasi digitalisasi untuk menunjang profesi

notaris, antara lain AHU Online dan Sistem Pelaporan Notaris yang berbasis

% |bid
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website atau aplikasi untuk pelaporan bulanan notaris secara elektronik.

Gambar 4. AHU Online dan Sistem Pelaporan Notaris berbasis digital®’
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Strategi digitalisasi nyatanya mampu menjadi solusi terhadap sejumlah
permasalahan konvensional seperti keterbatasan ruang penyimpanan kearsipan
dan lemahnya kendali serta pembinaan instansi terkait. Meski demikian, masih
terdapat permasalahan' 'lainnya yang juga berpotensi terjadi dalam upaya
transformasi-digital ini antara lain pelanggaran syarat keautentikan, pelanggaran

kerahasiaan, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya.?®

27 \Website AHU Online dan Sistem Pelaporan Notaris dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara,

Jawa Timur dan DKl Jakarta
28 Makarim, E., Op.Cit. h. 132
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g. Problematika Pengelolaan Kearsipan (Protokol Notaris)

Pada praktik kenotariatan, terdapat kendala yang dihadapi oleh Notaris
adalah adanya keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris
(kearsipan).?® Dokumen arsip tersebut dikenal dengan sebutan Protokol Notaris
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan
Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) yaitu :

"kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang
harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) huruf (b),
Pasal 58, 59, 63 selanjutnya menyebutkan mengenai
tanggung jawab notaris untuk menyimpan akta dan protokol
notarisnya sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan
oleh notaris berikutnya yang menggantikannya."

Gambar 5. Protokol Notaris®

B BUKU DAFTAR AKTA

Jika disandingkan dengan gencarnya arus digitalisasi saat ini, paradigma
pengelolaan kearsipan (protokol notaris) di Indonesia masih bersifat konvensional
yaitu kearsipan masih dilakukan secara manual (paper-based). Seiringan dengan
banyaknya arsip akta (minuta) yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris,

permasalahan atas keterbatasan ruang penyimpanan, perawatan, dan

29 |bid, h. 132
30 Contoh Protokol Notaris dari salah seorang notaris di Sulawesi Utara
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pengamanan berkas, menjadi kendala notaris dalam bekerja. Permasalan menjadi
lebih sulit jika adanya permintaan atau kebutuhan untuk menemukan suatu
dokumen dari banyaknya dokumen yang tersimpan, Proses pencarian tersebut
bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi notaris.3* Kondisi ini menuntut diperlukan
adanya akselerasi terhadap transformasi digital dalam tata kelola dokumen

kearsipan notaris.

h. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM

Fungsi pembinaan dan pengawasan notaris dilakukan oleh Kementerian
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kenotariatan yaitu
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pembinaan dan pengawasan
telah diamanatkan dalam UUJN dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris
(MPN) tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Selain itu dibuat juga Majelis
Kehormatan Notaris (MKN).

MPN memiliki peran yaitu mengawasi pelaksanaan tugas notaris dalam
menjalankan jabatan notaris sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu MPN
juga melakukan pengawasan terhadap kode etik notaris dan memberikan sanksi
atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gambar 6. Skema Majelis Pengawas Notaris dari pusat sampai daerah

Terdiri dari unusur.: pameriniahy

mataris,deah b akademis, Berkedudukan di ibu kota negara

Terdiri dari unusur : pemerintah,

TR D Y e Berkedudukan di ibu kota provinsi

Terdiri dari unusur : pemerintah, Berkedudukan di ibu kota
notaris, dan ahlifakademisi kabupaten/ kota

31 Ibid, h. 133
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Kemudian MKN memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap perilaku dan tindakan notaris yang dilakukan pada saat tidak
menjalankan jabatan sebagai notaris. Hal yang dijadikan fokus dalam pengawasan
dan pembinaan adalah yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku notaris.
Unsur MKN terdiri dari pemerintah, notaris, dan ahli/akademisi.

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris salah
satu kewajiban MPD adalah memeriksa laporan bulanan yang dikirimkan ke
Sekretariat MPD tiap bulan. Selain memeriksa laporan, tugas MPD adalah
melakukan pengelolaan arsip konvensional dari notaris. Laporan yang terlambat
diterima akibat proses offline yang tidak real time, akan membuat pengawasan
menjadi tidak efektif. Penelusuran terhadap suatu dokumen juga sering terkendala,
karena tidak teraturnya pengelolaan arsip dan laporan. Padahal proses
pembacaan dan penemuan data adalah hal krusial dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan MPN.3? Oleh karena itu, persoalan ini hanya dapat dijawab melalui
strategi komputerisasi yang terpusat, khususnya dalam menjaga keamanan data.

Kerangka Teoretis
a. Teori Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang diperlukan dalam membina suatu
hubungan. Kelancaran suatu hubungan bergantung pada baik tidaknya komunikasi
antar sesama dijalankan. Teori dalam komunikasi didefinisikan sebagai "himpunan
konstruk (konsep), definisi, dan’' proposisic yang mengemukakan pandangan
sistematis tentang .gejala ,dengan menjabarkan relasi; dif-antara variabel untuk
menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut" (Kerlinger, 1973).

Salah satu teori komunikasi yang relevan dengan pembahasan di Taskap ini
yaitu teori Determinisme Teknologi yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan
(1962), menyatakan bahwa "teknologi media membentuk cara manusia sebagai
individu dalam masyarakat untuk berpikir, merasakan, bertindak, dan bagaimana
masyarakat beroperasi seiring perpindahan dari satu era teknologi ke era teknologi
lainnya". Keberadaan manusia dapat terbentuk dari perubahan yang terjadi pada

berbagai cara komunikasi. Teknologi dapat membentuk individu tentang cara

32 Ibid, h. 146
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berpikir dan berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi dapat mendorong
manusia untuk bergerak lebih maju”33.
b. Teori Transformasi

Transformasi dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang bersifat kualitatif
dan fundamental. Transformasi dapat terjadi pada individu, organisasi, dan
masyarakat, di sisi lain transformasi dapat menjadi proses yang sulit dan penuh
tantangan, tetapi juga dapat menghasilkan hasil yang positif dan bermanfaat. Teori
transformasi pertama kali dikemukakan oleh Jack Mezirow melalui studi perubahan
perspektif yang dikenal dengan istilah transformation perspective (perspekiif
transformatif) (Mezirow, 1991). Teori transformasi mengacu pada “perubahan yang
terjadi pada seseorang atau suatu sistem, yang menghasilkan perubahan yang
signifikan dalam cara seseorang memahami dirinya sendiri, orang lain, atau dunia
di sekitarnya”. Transformasi dalam hal ini akan memengaruhi lingkungan strategis
penyelenggaraan layanan publik oleh Notaris di Indonesia.
c. Teori Digital

Digitalisasi mengacu pada konversi item perpustakaan fisik, seperti buku dan
kertas, ke dalam format elektronik yang memungkinkan penyimpanan dan
pengubahan dokumen-dokumen ini menggunakan komputer. Proses ini mengubah
isi dokumen dari hardcopy (cetak fisik) ke dalam bentuk elektronik atau yang bisa
dibaca mesin. Digitalisasi merupakan sebuah proses mengonversikan sinyal analog
menjadi bentuk digital”®*. Teori Digital mengacu pada pemahaman evolusi teknologi
dan ilmu pengetahuan, yang mencakup transisi dari proses manual ke proses
otomatis dan penyederhanaan sistem yang kompleks. Hess dkk. (2016)
menyatakan "digitalisast berhubungan dengan perubahan yang dapat dihasilkan
oleh teknologi digital dalam model bisnis, produk, proses, dan struktur organisasi

perusahaan."s®

33 Marshall, M. (1962). "The Gutenberg Galaxy: The Making of-Typograhic Man". Toronto:
University of Toronto-Press

34 Asaniyah, N. (2017). "Pelestarian Informasi Koleksi Langka : Digitalisasi, Restorasi dan Fumigasi".
Buletin Perpustakaan No. 57. h. 89

% Hess, T, dkk. (2016). "Options for Formulating a Digital Transformation Strategy". MIS Quarterly
Executive. 15. 123-139. h.3
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Teori digital memiliki hubungan dengan perkembangan media, karena media
selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan
kemudahan bagi manusia di segala aspek kehidupan. Jika digitalisasi
diimplementasikan pada bidang kenotariatan maka dapat meningkatkan
keterampilan notaris dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik
yang semakin baik.

d. Teori Pengembangan SDM

Rowley dan Jackson (2012) menyatakan bahwa “pengembangan SDM
merupakan suatu proses guna pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan
kemampuan pegawai, serta kompetensi dengan kegiatan pelatihan dan
pengembangan (litbang), manajemen kepemimpinan, pembelajaran dalam
organisasi, dan kemampuan guna meningkatkan kinerja SDM”3¢, Adapun faktor
yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan seluruh aktivitas yang dapat
ditentukan oleh organisasi, antara lain misi organisasi, tujuan, strategi, jenis dan
sifat pekerjaan, serta elemen teknologi yang dipergunakan. Sedangkan faktor
eksternal meliputi kebijakan dari pemerintah, iimu pengetahuan dan teknologi

(iptek), serta kondisi sosial dan budaya” (Notoatmodjo, 1998).

Lingkungan Strategis
Kemajuan lingkungan strategis yang berhubungan dengan akselerasi

transformasi digital guna meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan,
yaitu:
a. Global

Secara global, peran notaris telah berkembang dari konvensional menuju
modern. Peran ini tidak terbatas pada administrasi perkantoran yang menggunakan
komputerisasi dan internet tetapi ditandai juga oleh peningkatan penyelenggaraan
kenotariatan dalam transaksi elektronik ataupun dalam penyelenggaraan jasa oleh

notaris (cyber notary/electronic notary).

% Rowley, C. dan Jackson, K. (2012)."Manajemen Sumber Daya Manusia The Key-Concept".
Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 88
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Peran dan kewenangan notaris di dunia memiliki perbedaan antara negara-
negara, hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum yang dianut.
Setidaknya ada dua sistem hukum yang paling banyak dianut yaitu dengan 80
(delapan puluh) negara menganut Civil Law System dan 38 (tiga puluh delapan)
negara menganut Common Law System?’.

Notaris pada Civil Law System memiliki kewenangan untuk membuat akta
autentik yang merupakan alat bukti di pengadilan, serta berperan dalam transaksi
hukum, legalisasi serta pembuatan perjanjian sampai memberikan saran kepada
para pihak. Sebaliknya, Common Law System yang mengenal notaris dengan
sebutan notary public hanya memiliki kewenangan legalisasi atau mengesahkan
tanda tangan, legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri, pembuatan sertifikat
terbatas yang tidak bisa diperluas.® Adanya perbedaan kewenangan notaris ini,
memengaruhi transformasi digital kenotariatan di negara-negara.

Proses transformasi digital di bidang kenotariatan pada negara penganut
common law lebih mudah untuk diimplemetasikan contohnya Amerika Serikat yang
sudah menerapkan notaris elektronik, yang mana kegiatan kenotariatan dapat
dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan notaris dengan memanfaatkan
teknologi serta telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik3. Selanjutnya
Jepang juga telah menerapkan e-Notarization yang dikelola oleh Japan National
Notaries Association (JNNA) yang mencakup autentikasi dokumen elektronik
termasuk anggaran dasar yang dibuat dalam bentuk digital, penggunaan tanda
tangan elektronik, pengesahan dan pemeliharaan dokumen?°

Peran e-notary telah diterapkan di-Prancis dengan memanfaatkan teknologi,
contohnya kewajiban notaris untuk meregistrasikan semua surat wasiat yang sudah
ditandatangani pada database of wills yang dikelola oleh "Association pour le
Development du Service Notarial". Selain itu, Notaris telah memiliki alat tanda
tangan elektronik (electronic authentic act). Penandatanganan suatu akta oleh para

pihak dilakukan melalui proses digital yang aman dan andal, pada layanan

87Qamar, N. (2010). "Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common
Law System". Makassar: Pustaka Refleksi Books. h. 24

38 Alkatiri, N. M., Rahayu, K., dan Sanusi. (2021). "Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris
Indonesia dan Amerika Serikat". Yogyakarta: Tanah Air Beta. h. 14

39 Makarim, E., Op.Cit., h. 110-113

40 Nippon Koshonin Rengokai Japan National Notaries Association, Sumber [Online]
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pencatatan tanah sudah teregistrasi secara elektronik, dan penyimpanan dokumen
tersebut ditangani oleh buku pencatatan elektronik tersentralisasi (MICEN).*?

Negara Belanda pada tahun 2019 telah menetapkan kerangka hukum untuk
notaris elektronik melalui pengesahan Wet Elektronische Notariéle Dienstverlening
(WEND), yang merupakan tindak lanjut dari Electronic Identification and Trust
Services Regulation (elDAS) yang dibuat oleh Uni Eropa. Peraturan ini
membolehkan notaris untuk menggunakan sarana elektronik dalam
mengautentikasi dan memverifikasi dokumen, termasuk tanda tangan elektronik,
cap, stempel waktu, dan autentikasi menggunakan website. Intinya kegiatan
kenotariatan seperti pengesahan perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya
dapat dilakukan secara elektronik.*> Adopsi teknologi digital pada lingkup global,
semata-mata agar pelayanan kenotariatan kepada publik dapat dilakukan secara
optimal dan efisien tanpa dibatasi ruang dan waktu.

b. Regional

Kawasan ASEAN sangat prospektif dalam pertumbuhan ekonomi digital. Hal
ini didukung dengan banyaknya pengguna internet aktif dan munculnya perusahaan
besar e-commerce di kawasan ini. Dalam kepentingan itu, peningkatan fungsi cyber
notary dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital. Untuk menjawab
tantangan dalam terbatasnya mobilitas selama pandemi Covid-19.

Singapura melakukan transformasi digital kenotariatan dengan mewajibkan
notaris menggunakan sistem e-Register untuk menerbitkan akta notaris. Seluruh
tahapan dibuat dan diambil melalui _sistem e-Register, sertifikat akan secara
otomatis diberi nomor seri dan kode QR. Perorangan atau instansi penerima akta
notaris ~dapat memeriksa’ sendiri keabsahan dokumen dengan -melakukan
penelusuran di sistem e-Register. Hal ini juga membantu Notaris dalam menyimpan,
memeriksa dan melaporkan dokumen, karena dokumen sudah tersedia digital dan
tidak menggunakan kertas lagi*®, selain itu tahun 2023 pemerintah Singapura telah

memperbaharui pengaturan mengenai legalitas pengambilan sumpah dan

41 Makarim, E., Loc.Cit.,

42 Alkatiri, Naurah Humam., Putra, Mohamad F. M., dan Ongko, Kyle. (2023) “A Legal Perspective:
Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era”. Jambura
Law Review, Vol. 5 (2). H.332-355

43 Khanh, B.N., dan Linh, P.X. (2022). "Electronic Notarization in the Context of Digital Transformation
in Vietnam: Challenges and Recommendations". International Transaction Journal of Engineering,
Management, & Applied Sciences & Technologies, Vol. 13 (9). H. 1-13. doi:
10.14456/ITJEMAST.2022.189



27

penandatanganan dokumen hukum secara elektronik.* Melalui amandemen
Contitution of the Republic of Singapore Bill, Oath Declarations Act dan Notaries
Public Act menyediakan alternatif hukum bagi notaris dalam menyelenggarakan
fungsinya secara digital dan jarak jauh (remote methods).

Filipina telah mengakui dan menerapkan proses kenotariatan yang dilakukan
jarak jauh melalui 2020 Interim Rules on Remote Notarization of Paper Documents,
yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2020. Aturan ini diberlakukan karena
pandemi Covid-19 yang menghalangi pelayanan notaris kepada masyarakat,
adapun yang diatur terkait penggunaan teknologi video conference dalam aktivitas
kenotariatan, pengiriman dokumen yang disegel, pengecekan dokumen yang
diterima, dokumentasi atau tangkapan layar saat melakukan video conference,
namun perlu diperhatikan notaris dan para pihak terkait wajib berada dalam
yurisdiksi teritorial komisi notaris.*> Meskipun telah ada regulasi yang mengatur
tentang notaris jarak jauh, namun sampai saat ini Mahkamah Agung Filipina belum
mengeluarkan peraturan mengenai notaris elektronik.*®
c. Nasional

Indonesia yang menganut civil law system memilki kesulitan dalam
mengimplementasikan e-notary karena pengaturan dalam Pasal 1867 dan Pasal
1868 KUH Perdata menyatakan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."4’
Frasa dihadapan notaris menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem kenotariatan
jarak jauh (remote notary), berbeda dengan penerapan konsep cyber notary di
negara common law karena hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan

aktanya.*®

44 The Straits Times. (2023). "Bills passed to allow digital signing of legal documents, oath-taking via
video link", Sumber [Online]

45 Supreme Court of the Philippines. (2020). "A.M. No.20-07-04-SC 2020 Interim Rules on Remote
Notarization of Paper Documents”, Sumber [Online]: https://sc.judiciary.gov.ph/wp-
content/uploads/2022/08/20-07-04-SC.pdf

46Sycip Salzar dan Hernandez Gatmaitan. (2021). "Philippine Laws and Jurisprudence on Electronic
Signatures”, Sumber [Online]

47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

48 Chalid, Muhammad R. I. (2022) "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris
Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52

(1)
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Salah satu kata kunci yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Notaris
yaitu terkait keabsahan autentikasi elektronik. Dalam UU ITE sudah mengatur
tentang penerapan tanda tangan elektronik yang digunakan menjadi alat
autentikasi. Sementara tugas dan fungsi Notaris dalam penjelasan Pasal 15 ayat
(3) UUJN memiliki kewenangan lain antara lain kewenangan mensertifikasi
transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Meski UUJN dan
sejumlah aturan lainnya memberi peluang terhadap bekerjanya sistem
kenotariatan secara elektronik, namun belum ada ketentuan yang secara jelas
menjelaskan kewenangan dan metode kerja cyber notary atau notaris elektronik.*°
Sejumlah studi telah menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberi
landasan hukum terhadap pengaturan kenotariatan secara elektronik khususnya
pasca pandemi Covid-19.5° Dibutuhkan kerangka hukum yang dapat
mengakomodir kebutuhan notaris dan masyarakat, agar proses kenotariatan dapat
berkembang mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengadopsi teknologi
digital dalam pelaksanaan tugas notaris.

Dalam cakupan yang lebih luas, pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi
dan Informatika mulai menggagas suatu rute alternatif secara nasional untuk
mengakselerasi transformasi digital menyongsong Indonesia Emas 2045. Program
ini disebut dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045. VID 2045 didasarkan pada 3
(tiga) pilar, yaitu: Pemerintahan digital yang modern dan responsif, ekonomi digital
untuk menciptakan ekonomi inovatif berbasis teknologi digital, dan masyarakat
digital yang berdaya dan berbudaya.

Pada ketiga pilar tersebut ditetapkan sasaran pencapaian Indonesia Digital
2045 berdasarkan fondasi‘infrastruktur digital yang dikembangkan pada sejumlah
ekosistem digital nasional.>!

49 Salsabila, Praptika N.T. dan Patras, Graciella. (2024). "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan
Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-
i, Vol. 9 (6). H. 1947-1958

50 Putri, Indah A. (2021). "Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris
Berdasarkan UUJN." (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia). Sumber [Online]

51 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Op.Cit. h. 94
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Gambar 7. Kerangka VID 2045%

Visl Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Visi Indonesia Digital 2045
Milestone Indonesia Digital

o A~ an
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it In f
Future Artificlal ternet o y Blockehain Quantum
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. Keamanan Risat dan L. Regulasi dan
Ekosistemn dan Data Inovesi Digital SDM Digital Kebijakan

- -

Fondlasi 680 infrastruktur Digital

Implementasi VID 2045 dibangun dalam 4 (empat) fase. Tahun 2025-2029

adalah fase penguatan fondasi “digital ‘'yaitu untuk mengembangkan dan
memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata, ‘andal, berkapasitas
tinggi, dengan kualitas yang stabil, serta mempercepat pengembangan ekosistem
digital nasional Tahun 2030-2034, fase pengembangan ekosistem digital berdaya
saing yang berfokus pada penguatan ekosistem digital yang kompetitif dan inovatif,
untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Tahun 2035-2039, fase
pengembangan inovasi berkelanjutan dengan mendorong inovasi berkelanjutan
dan pencapaian keunggulan teknologi digital nasional, dengan komitmen pada

tujuan keberlanjutan lingkungan. Tahun 2040-2045, fase pemimpin teknologi global

52 Ibid.
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yang fokus pada mengejar posisi sebagai negara yang maju dengan penerapan
teknologi global dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.>3

Berdasarkan kerangka VID 2045, transformasi digital pelayanan publik bagi
notaris dapat ditingkatkan dengan melakukan reformasi pada peraturan perundang-
undangan terkait kebijakan digitalisasi bukti elektronik dan transaksi elektronik serta
digitalisasi fungsi pembinaan instansi pembina yakni Kementerian Hukum dan
HAM, demi terwujudnya digitalisasi secara nasional. Hal ini wajib dilakukan
mengingat maraknya dinamika geopolitik dunia yang dapat memengaruhi
ketahanan nasional, seperti fragmentasi geoekonomi dapat menyebabkan
munculnya ketidakpercayaan antar negara. Akibatnya, aktivitas perekonomian
antar negara menjadi terhambat, karena kurangnya kepercayaan terhadap negara
lain.>* Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Indonesia sudah menerapkan
kebijakan peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business / EoDB).
Salah satu bagian guna meningkatkan EoDB yaitu dengan penyederhanaan proses
pendirian badan usaha, pada tahapan Ini notaris memegang peran krusial dalam
mendukung administrasi pemerintahan dan kemajuan ekonomi Indonesia.>®

Menjadi keharusan notaris untuk senantiasa beradaptasi untuk kemajuan
penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini pelaksanaan layanan kenotariatan
secara elektronik, guna menciptakan iklim yang kondusif bagi investor maupun
pelaku usaha. Adaptasi yang dilakukan notaris harus didukung dengan adanya
undang-undang. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) dapat memprakarsai pembentukan undang-undang baru, terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik oleh-Notaris secara elektronik.

Adapun dalam ‘melaksanakan pembentukan''undang-undang  DPR RI
berkoordinasi-dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu DPR RI dapat
meminta masukkan dari organisasi profesi notaris dalam hal ini lkatan Notaris
Indonesia (INI). Setelah adanya undang-undang, maka selanjutnya dapat disiapkan
peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya

yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu.

53 Ibid, h.98

54 "Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Geoekonomi Munculkan Berbagai Tantangan”, Sumber : [Online]
55 "Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Menkumham Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional”,
Sumber : [Online]
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PEMBAHASAN

Umum
Kemajuan teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman,

memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital
menjadi suatu praktik yang wajib dilakukan, khususnya dalam meningkatkan
pelayanan publik di bidang kenotariatan. Pemanfaatan teknologi informasi berperan
untuk memberikan efisiensi dan efektivitas bagi khalayak ramai. Pada kajian ini
dijelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan
transformasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di

Indonesia.

Pemanfaatan Transformasi Digital dalam Bidang Pelayanan Publik
Khususnya Kenotariatan Saat Ini

Pelaksanaan pelayanan publik dipengaruhi oleh perkembangan era
sekarang ini. Salah satu faktor penting dalam pelayanan publik, yaitu transformasi
digital berperan dalam meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik
kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah
membawa banyak kemudahan dalam bentuk penyederhanaan, percepatan waktu
pelayanan, serta transparansi dalam pelayanan yang dilakukan. Berbagai inovasi
diluncurkan sebagai bagian dari adopsi teknologi. Inilah yang kemudian
memberikan dampak positif lain, " yakni ‘mempercepat proses pembangunan
nasional dan ‘memperbaiki: kualitas pelayanan''di ‘berbagai- sektor. Adanya
pengadopsian teknologi dalam pelayanan publik sudah banyak ditemui, namun
beberapa sektor terhalang kendala dalam penerapannya.

Di era ini, kebutuhan dan permintaan layanan publik selalu dikaitkan dengan
berbagai revolusi masif teknologi informasi. Bukan hanya sebatas pada platform
standar, tetapi telah menuntut hadirnya lompatan besar seperti nano-robotic,
kecerdasan buatan (Al) dan lain sebagainya.®® Perubahan sosial, ekonomi, dan

% Katharina. (2020). "Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia." Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia. h. 4
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politik global secara luas telah memengaruhi paradigma teknologi informasi dalam
tatanan